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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima 
Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima 
Tunjangan Tahun 2022, yang menyatakan bahwa ketentuan 
lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan hari Raya 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA DAN 
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA 

TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 49 TAHUN 2022 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1Tahun2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8); 

16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 
Tahun 2019 Ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2020 Nomor 69); 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima 
Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 98); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Kota adalah Kota Makassar. 
3. Walikota adalah Walikota Makassar. 
4. Pemerintahan Daerah adalah Walikota Makassar dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota 
Makassar selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon 
Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

12. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga 
negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara 
penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk 
dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA 
TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 
Nomor 108). 
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(2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. PNS dan CPNS; 
b. Walikota dan Wakil Walikota; 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Tahun 2022 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud 
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal2 

Bagian Kesatu 
Um urn 

BAB II 
TUNJANGAN HARi RA YA DAN GAJI KETIGA BELAS 

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktifitas. 

14. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang 
meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat bulan berturut-turut. 

15. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada 
karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 

16. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan 
tertentu untuk menerima penghargaan dan/ a tau penghormatan dari negara 
dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan. 

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

18. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 
19. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 
perundang-undangan. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM. 
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(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, terdiri atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi 

pemerintah daerah yang mernberikan tambahan penghasilan dengan 
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Sesuai jabatan, pangkat, 
peringkat jabatan, a tau kelas jabatannya. 

Pasal 4 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada PNS dalam hal: 
a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh 

instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perudang­ 
undangan. 

Pasal3 

(4) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
janda/ duda, anak, a tau orang tua penerima tunjangan Tambahan Penghasilan 
atau yang disebut sebagai Gaji Terusan dan PNS atau Aparatur Negara yang 
meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur tentang pemberian tunjangan tambahan 
penghasilan bagi pensiun janda/ duda PNS. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk: 
a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan 

oleh instansi induknya; 
b. PNS penerima uang tunggu; 
c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD; 
d. Pimpinan BLUD yang terdiri atas: 

1. Dewan Pengawas; dan 
2. Pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang­ 

undangan. 
e. Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau 

setingkat dengan : 
1. Pejabat Pimpinan Tinggi; 
2. Administrator; atau 
3. Pengawas, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

f. PPPK; 
g. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi 

pemerintah, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan 
h. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
tidak termasuk : 
a. insentif kinerja; 
b. insentif kerja; 
c. tunjangan pengelolaan arsip statis; 
d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan 

lain yang sejenis; 
e. tunjangan pengamanan; 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 bagi penerima Gaji Terusan dari PNS yang 
meninggal dunia atau tewas, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan 
pada bulan April Tahun 2022 dan anggarannya dibebankan pada instansi tempat 
PNS bekerja. 

Pasal 5 

(6) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD 
dan Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang 
menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 (dua) huruf d dan huruf g, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang 
jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, 
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(4) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Walikota dan Wakil 
Walikota, terdiri atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan, Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK, terdiri atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS, terdiri atas: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 
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(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan didasarkan komponen 
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat 
dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli. 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling 
cepat pada bulan Juli. 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen 
penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari 
Raya. 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling 
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 7 

f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 
kehormatan; 

g. tambahan penghasilan bagi guru PNS; 
h. insentif khusus; 
i. tunjangan khusus; 
J. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah 

terpencil; 
k. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang­ 

undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan 
1. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan komponen Tunjangan 

Hari Raya yang diberikan, yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain 
di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, 
tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan 
fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi 
PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan 
dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara, tunjangan umum, tunjangan 
kinerja. 
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(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 
(satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang 
nilainya paling besar. 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 
Pembayaran Gaji Ketiga Belas 

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagaimana Penerima pensiun, dan/ 
atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: 
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan 
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiunan dan/ atau Tunjangan 

hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan Utang dan wajib 
mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya 
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya 
yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling 
besar. 

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 
(satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 
hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. 

Pasal 11 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dikenakan pajak penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung 
pemerintah. 

Bagian Kedua 
Pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak dikenakan potongan iuran 
dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

BAB III 
PEMBAYARAN 
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(2) Dalam hal belum tersedia/tidak cukup tersedia anggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, SKPD segera 
mengusulkan untuk dilakukan Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang 
bersumber dari Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang Kegiatan/Sub 
Kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya clan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada 
Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD. 

Pasal 13 

BAB IV 
PENDANAAN 

(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji 
Ketiga Belas yang dibayarkan: 
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun; dan 
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. 

(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau sebagai 
Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: 
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan 
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ a tau Gaji Ketiga Belas 

sebagai Penerima Tunjangan. 

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau 
sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: 
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan 
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Gaji Ketiga Belas 

sebagai Penerima Tunjangan. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan 
pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib 
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya 
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang 
dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. 
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(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

Pasal 15 

BABV 
PENGENDALIANINTERNAL 

(7) BUD /Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya SPM. 

(5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari 
kerja sejak SPM diterima. 

(6) BUD /Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan pengguna anggaran 
apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengguna 

anggaran; dan/atau 
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

(4) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 
pengguna anggaran. 

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk 
pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji Ketiga Belas. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan dan SPM Tambahan 
Penghasilan Pegawai bulanan. 

( 1) Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD /Kuasa BUD dengan dilengkapi : 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengguna anggaran; 
b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan 

dokumen; dan 
c. Surat permintaan Penerbitan SP2D. 

Pasal 14 
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Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal,

WALIKOTA 

ANTO 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal, 

 

M.ANSAR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 16 

BAB VI 
PENUTUP 

22 April 2022

22 April 2022

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 49

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

TTD


